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Abstrak : Bentuk sosialisasi kepada para aparat kampung terkait penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Tujuan yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah  
untuk memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pentingnya Informasi dari awal proses 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan pengelolaannya; 
memberikan pengetahuan mengenai cara penyusunan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung (RPJMK); dan memberikan bekal kemampuan untuk penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). 
Metode yang digunakan pengabdian ini adalah ceramah, dan tanya jawab. Materi yang 
diberikan saat Sosialisasi adalah Materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kampung (RPJMK). 
Hasil diskusi bersama aparatur kampung Hidup Baru, Setelah mengikuti sosialisasi penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, aparatur kampung dan masyarakat mulai 
memahami bahwa pentingnya tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kampung dan pentingnya masyarakat dalam keterlibatan untuk menyusun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kampung, sehingga program yang ada di dalamnya masyarakat sudah 
memahaminya. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan sesuai dengan 
perencanaan dan harapan yang baik. 
Kata Kunci : Efektifitas, Kerja, Kepala Kampung. 
Abstract: This devotion is in the form of socialization to the village officials related to the preparation 
of the village medium-term development plan. The objectives achieved in this service are to provide 
insight or knowledge on the importance of information from the beginning of the process of drafting 
the village Medium Term Development plan and management; Provide knowledge on the preparation 
and preparation of the village's medium-term development plan; and provide the ability to prepare the 
development plan of medium-term village. 
The methods used by this devotion are lectures, and questions answered. The material provided at the 
time of socialization is the preparation material for the medium-term development plan. 
The results of discussions with the new living village apparatus, after following the socialization of the 
establishment of the village medium term development plan, village apparatus and society began to 
understand that the importance of the procedure to prepare the term development plan Middle of the 
village and the importance of society in the involvement to develop a medium term development plan 
Kampung, so that the program in the community already understand it. Overall it is concluded that this 
activity goes according to good planning and expectation. 
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Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat saat ini bersinergi dalam upaya 
pembangunan yang merata. Pembangunan secara merata terangkai dalam tiga arah yang 
saling mendukung[1]. Pertama, kebijakan pembangunan yang secara tidak langsung 
mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana kegiatan yang 
mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan pembangunan yang secara langsung 
mengarah pada kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup 
upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang 
langsung menjangkau masyarakat miskin [2] 
Pada hakikatnya pembangunan daerah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 
Kesejahteraan rakyat ini hendaknya dimulai dari pembangunan kampung yang merupakan 
skup terkecil sekaligus dasar dari keberhasilannya suatu pembangunan secara nasional[3]. 
Di Provinsi Papua, kebijakan dan program pembangunan daerah sudah banyak diaplikasikan 
namun belum banyak yang optimal efektif implementasinya. Dengan dikeluarkan [4] 
kebijakan tentang Otonomi Khusus (otsus) Papua pada umumnya berpegang teguh pada 
prinsip–prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan 
bermanfaat langsung bagi masyarakat. 
Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan penggalian potensi dan 
gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam 
keseluruhan proses pembangunan. Kondisi desa dan perencanaan pembangunan kabupaten 
kota menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa[5]. Penyusunan 
perencanaan pembangunan harus dalam jangka panjang sesuai RPJM Desa pasal 79 ayat 1 
point a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan sudah memenuhi tujuan yang 
diharapkan serta dalam pelaksanaan operasional dijabarkan dalam rencana kerja tahunan 
(RKP Desa). Dalam Permendagri[6], perencanaan pembangunan desa berdasarkan 
kewenangannya terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; bidang pelaksanaan 
pembangunan desa; bidang pembinaan kemasyarakatan; dan bidang pemberdayaan 
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
serta memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat sehingga ada integrasi dan sinergi 
dalam pencapaian RPJMK serta pengembangan desa sebagai subyek pembangunan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagai rencana induk untuk 
melakukan pembangunan kampung, disusun oleh semua elemen masyarakat atau yang 
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mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJMK juga sebagai penjabaran dari 
visi dan misi kampung, juga memuat kerangka ekonomi kampung, strategi pembangunan 
kampung, kebijakan umum, dan disertai program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat 
indikatif[6]. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen rencana ini juga 
digunakan untuk dasar penilaian kinerja perangkat kampung dalam melaksanakan 
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya[7]. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah, dan tanya 
jawab melalui forum Group Discussi. Sebelum melakukan FGD, dilakukan survei sebanyak 
dua kali: survei pertama pada tanggal 9 Agustus 2019 di Balai Kampung Hidup Baru SP 7 
Tanah Miring dan diterima oleh Sekretaris Kampung; dan survei kedua pada tanggal 16 
Agustus di Kantor Distrik. Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan sekretaris kampung, 
para Kaur dan staf di lingkungan Kampung Hidup Baru. SP 7 Tanah Miring serta dihadiri 
juga oleh calon kepala kampung.  
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa 
pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa. Desa perlu 
untuk melakukan pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pembangunan juga dapat melibatkan 
kerjasama antar desa. Hal ini dilakukan terkait dengan suatu pembangunan yang tidak dapat 
dilakukan sendiri oleh desa baik dikarenakan oleh keterbatasan dana maupun waktu 
pelaksanaan.  
Tujuan pembangunan desa (desa membangun) adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Cakupan 
dari kegiatan pembangunan desa ini antara lain: 
a) Pemenuhan kebutuhan dasar; 
b) Pembangunan sarana dan prasarana desa; 
c) Pengembangan potensi ekonomi lokal; 
d) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
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Pembangunan desa mencakup 2 (dua) pendekatan, yaitu community driven 
development (CDD) dan village driven development (VDD). CDD merupakan suatu 
pendekatan yang memberikan pengawasan terhadap keputusan perencanaan dan investasi 
sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan lokal (desa) berbasis kelompok komunitas 
(World Bank, 2015). CDD adalah cara untuk mengelola pembangunan, termasuk desain dan 
implementasi kebijakan dan proyek yang memfasilitasi akses oleh masyarakat miskin 
pedesaan modal sosial-kemanusiaan dan fisik (IFAD, 2015). 
CDD berasal dari community-based development (CBD) dengan cakupan lebih luas. 
Tekanan pada kontrol (pengawasan) aktual dalam pengambilan keputusan dan sumberdaya 
proyek di hampir semua tahapan siklus proyek membedakan CDD dengan CBD. Sehingga 
kontrol terhadap sumberdaya menjadi faktor kunci untuk membedakan secara konseptual 
antara proyek CDD dengan CBD. 
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 
Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara 
berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan 
pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang 
pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan 
Selain perencanaan pembangunan desa, hal penting sejak tahun 2014 adalah 
tersedianya dana transfer ke daerah dalam bentuk dana desa. Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional 
dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa 
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara 
bertahap. 
Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib 
mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana 
Desa merupakan bagian dari Dana 




Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya 
mempertimbangkan: 
a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 
b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat  
kesulitan geografis desa. 
Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi 
Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari: 
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
5. Bidang Belanja Tak Terduga 
Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan 
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian Bidang dan 
Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa. 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh 
Widodo mengatakan realisasi dana desa hingga 11 Desember 2017 telah mencapai Rp 59,2 
triliun atau mendekati target APBNP sebesar Rp 60 triliun. Dari total realisasi tersebut, 
maka masih terdapat dana desa yang belum tersalurkan sebesar kurang lebih Rp 800 miliar 
hingga akhir tahun. (Sumber : Republika, 13 Desember 2017). Masih banyaknya dana desa 
yang belum terserap disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : 
1. Ketidaksiapan SDM di daerah/desa 
2. Kurangnya informasi mengenai penyaluran dana desa 
3. Kekurangpahaman mengenai prosedur dan pembuatan proposal kegiatan sesuai 
juklak/juknis 
4. Adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya 
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5. Bupati dan walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan 
terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang mendasari 
penyaluran dana desa dari rekening daerah.  
6. Pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menyampaikan perkada 
(peraturan kepala daerah) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana 
desa 
7. Masih ada keterlambatan penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa 
kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan 
penyerapan dana desa 
8. Belum dipenuhinya ketentuan besaran/alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah (PDRD), dari APBD kabupaten/kota 
Sejumlah kendala ini dapat diminimalisir dengan diberlangsungkannya pelaksanaan 
Forum Group Diskusi, muncul keresahan yang dialami oleh para warga menyangkut kinerja 
aparatur kampung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kampung, masterplan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung serta keterlibatan masyarakat terhadap 
pembangunan kampung serta transparansi anggaran dana desa. 
Kegiatan pembangunan berdampak positif dari penggunaan dana desa, berupa 
pembangunan drainase dan jalan kampung, insentif kader kesehatan, renovasi sekolah. 
Namun yang perlu ditekankan lagi bahwa, kami selaku petani ingin lebih diperhatikan 
kesejahteraannya, dengan penyediaan alat pertanian seperti mesin panen, dan pupuk.  Tahun 
2017 ada yang datang memberikan sosialisasi dan pelatihan, kami diberikan pengarahan 
untuk pembuatan pupuk dari sekam padi, kami diminta untuk membakar sekam padi kami, 
tidak sampai habis terbakar, kami sudah kumpulkan dan membakar sekam, namun sampai 
sekarang tidak pernah datang lagi untuk memberikan pengolahan lanjutan. 
Ada beberapa masalah yang disampaikan juga dari diskusi kami bahwa Tidak semua 
masyarakat kampung dilibatkan dalam program pembangunan dengan menggunakan dana 
desa, selain itu bantuan dana desa yang diberikan kepada masyarakat kurang adil dan tidak 
merata. Masyarakat juga kurang memahami bagaimana pelaksanaan dan prosedur mengenai 
perencanaan kampung. Pada akhir tahun ini, akan dilakukan pemilihan kepala kampung 
baru, calon kepala kampung seharusnya mengerti dan paham mengenai masterplan 
perencanaan pembangunan kampung serta pengelolaan dana desa yang transparan, sehingga 
masyarakat tidak curiga terhadap aparat kampung, tentu saja dengan melakukan kami selaku 
masyarakat dalam program-program kepala kampung 
  




Hasil diskusi bersama aparat kampung Hidup Baru, diketahui kendala-kendala yang 
sering terjadi seperti: Kurangnya pemahaman masyarakat serta aparat kampung tentang 
RPJMK; Adanya keinginan masyakarakat agar perhatian pemerintah dan perhatian dari 
kalangan akademisi dalam rangka mendampingi agar proses pembangunan kampung bisa 
berjalan sesuai harapan; Selama beberapa tahun terakhir pemahaman masyarakat ketika 
adanya sosialisasi dan pendampingan baik dari Pemerintah maupun dari kalangan 
Akademisi masyarakat beranggapan bahwa mereka akan diberikan secara fisik baik itu 
berupa dana maupun dalam bentuk barang seperti peralatan pertanian; dan Masyarakat 
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